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1. Undang-urdang Momor 6 Tatn 2020 terany Penstapan Persixan Pemmesintz
Pengganti Undang-Undang Momor 2 Tahun 2020 tentang Perbahen Xeliga 2as
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pesdluran Pesnetinizh
Pengganti Undang-Undang Homor 1 Tahun 2014 tentang Pemiiinan Gubernus
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Aindarng meniadi UndangAndang,

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor £ Tahun 2020 Tentang
Penanganan Pelanggaran Pemifihan Gubermus Dan YWakd Guberur, Bupadl Dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil VWak Kotz

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umism Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 tertang Pengawasan Penyelenggaraan Pemihan Guberny Dan  Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Vaki Yzl Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tendang Tahapan Dan
Jadwal Pemiilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan YWakil Bupati. Serta
Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atau
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan YWaki
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Yakd Wialikota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan VWaki
Walikota;

Il. Tugas dan Wewenang Bawasiu Kabupaten/Kota:

Sebagaimana pasal 30 Undang Undang 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan
Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pada huruf (a), (b}, (c} , { e) dan §) . babwa
tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilhan berugas mengawasi
pelaksanaan tahapan pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan mengenai Pemilihan, menyelesaikan femuan dan laporan
pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur findak
pidana; dan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya
kepada instansi yang berwenang; serta melaksanakan tugas dan wewenang kain yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

lll. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2024 pada
a. Pasal 57 :
» Ayat 1 huruf (i) Bahwa Kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan
tempat pendidikan.
» Ayat 2, Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecuafikan bagi perguruan tinggi yang
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mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan
hadir tanpa atribut Kampanye.

» Ayat 3, Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak
melibatkan anak.

> Ayat 4 Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye
Pasangan Calon

b. Pasal 58 pada:

» Ayat 3, kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau
Hari Minggu.

» Ayat 5, Peserta Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan
Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. Pasal 59 pada Ayat 2, dijelaskan bahwa Penanggung jawab perguruan tinggi dalam
memberikan izin kegiatan Kampanye harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan
proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon.

d. Pasal 59 pada Ayat 3, dijelaskan bahwa Penanggung jawab perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdini atas:
a. rektor pada universitas dan institut;
b. ketua pada sekolah tinggi; dan
c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

IV. Berdasarkan point-point diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumbawa
mengimbau kepada Rektor di seluruh perguruan tinggi Kabupaten Sumbawa
untuk tidak melakukan Tindakan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas
perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Pertinggal
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